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Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus
Nomor 188.342/5968/02/1997 tangagaal 31 Desember

1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus Nomor 06 Tahun 1997 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanggamus.

bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, paerlu untuk mengesyahkan
Peraturan Daerah dimaksud.

s I

Undang—undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688).

Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037).

Undang—-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim
Budidayva Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 46: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).

Peraturan Pemerintah Nomor 29, 32, 35, 38, 41,
44, 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat, dalam
lapangan pertanian kepada Propingi Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatra
Selatan, Sumatra Tengah, dan Sumaira Utara
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 66);



Menetapkan

-
.

5. Paraturan Pam=arintah Nomor It Tabun 1957 tentang
Parubahan Paeratbturan-Peraturan Pamerintah Nomor :
44, 45, 4&, Tahun 195k, HNowmor 45, 51, lTahun 1952,
Nomor 18 Tahun 1753 dan Nomor 12 Tanun 1954
(Lembai an Nagara Tahun 1957 Nomor 78);

&. Paraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
¥Xoordinasi KXKeagiatan Instansi Vertikal Di Daerabh
(Lembaran Magara Yahup 1988 Nomor 10, Tambhahsn
i.embaran Negara Nomor 3373).

7. Paratuiran Fewmarintan Nomor 45 Tahun 1992 teantang
Panyslanggaraan Otonomi Dasrah Dengan Titik Barat
pada Daerah Tingkat IT {(Lembaran Negara Tahun
1992‘ Momor 77, Tambahan Lewbaran WNegara Nomor
3487).

8. Kaputusan Menteri Dalam HNegeri Nomor 3% Tahun
1992 tantang Fedoman Urganisasi Dinas Daeran.

o, Keputusan Maoteci Dalam  Negari Nomor B4 Tahun
1393 tankany Bantuk Feraturan Dasrah dan
Paratcuran Dazrah Perubahan:

10. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1995 tentang FPangundangan Paeraturan Daaran dan
atau Kseputusan Kepala Daerah iLewat Tenggang Waktu
fangusahan;

1i. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1995 tentang FPola Urganisasi Pemerintah Daerah
dan Wilavah.

12. Xeputusan HMenteri Dalam Neuweri Nomor 10 Tahun
1954 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

MEMUTUS KAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAYT IT TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 1997 TENTANG
PEMULNTINGGE, SUSUNAN ORGANTSAST DAN TATAKERIA  DINAS
PERTANTAN TA4NAMAN PAMGAM  KABUPATEN DAFRAH  TINGKAT
LT TANGGAMUS

Pasai 1

Mangezahkan Peraturan Paarah Kabunaten Dasrah
Tingkat 1I Tanggamus Nomor 06 Tahun 1997 tentang
Frambantukan, Susunan Orguanisasi dan latakerja oOinas
fPartanian VTanamarn Pangan Xabupzten Daarah lingkat 17
Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut

A. Konsideran menimbang huraf a kata "Susunan”
dihapus

#. Konzidaran mengingat Nomotr wurutbt 1 dan Nomor wurut
11 dihapus, sehingga Nomor urut 2 s/d Nomor urut
10 diubah dan harus dibaca Nomor urut 1 s/d Nomor
urut 2.

C. Darir Pasal | s/d 40 Kata bBupati Kepala Daerah
diubah dan harus dibaca "Kepala Daarah”



D. = RAR II diubah 4dan harus dibaca :

BAaB IT
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagiran pertama
Pombantukan

Pasal 2

Rangan Paraturarn Daerah ini, dibaentuk
Dinas Partanian Tanaman Pangan.

~ Fada BAB IT Pasai 2, Paszal 2 dan Pasal 4 (lama)
diubah dan harus dibaca:s

Bagian nedua
neauduican
Pasal 3

Ragian Ketiga
Tugas=
fasal 4

Bagian Kesmpal
FuUnNgsi
Pasal o

F.. Pasal 2 s/d Pasal 42 {(iama) diubah menjadi Pasal
3 =/d Pasal 40 (barua).

r . Penambuhar, ayet {(3) pada Pasal & (baru) gan harus

dibaca:

(3) Bagan BSusunan Organisasi Dinas Partanian
Tanamsn Papngan sabagaimana tercantus dalam
l.ampiran Peraturan DJae.ah ini.

G. Pasal 7 (baru) ayat (2} dihanus.

H. - BAB IV ciubah dan harus dibaca:
gAb IV
CABANG DINAS
Pasai 27 (lama) menizdi Pagel 28 (baru}.
Pasal 28. Pasal 27 dan Pasal 30 {lama) dihawus.
Pasal 3] (lama) menjadi Pasal 29 (baru) diubah
dan harus agibaca:

i

Masal 29

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kiriteiia

¥an3 akan -ifitetapkan oleh Menteri Dalar Negeri.

I. Perambahan ayat (3) pada Pasal 30 (baru) dan
harus dibaca :

(3) Pada 0Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD)
bardasarkan Kkriteria yang ditetapkan olsh
Menteri Dzalam Negari.

J. — BAR VI KELIOMPOK JABATAN FUNGSIONAL yang
mambawahi Pasal 37, ©Casal 34 dan Pasal 35
(l2mz) diubah dar harus dibaca .



BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL _

membawahi Pasal 34 (lama) menadi Pasal 32
{baru) dan Pasal 35 (lama) menjadi Pasal 33
{(baruj.

~ Pasal 33 (lama) dihapus.

- Dari Pasal 30 {baru) kata "Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan” diubah dan bharus
dibaca “"Kepala Dinas”

Panambahan ayat (3) Pasal 36é(baru) dan bharus

dibaca:

13) Setiap pimpinan satuan oi'‘ganisasi dalam
lingkungarn Dinas Pertanian Tanaman Fapgan
wajib melaksanakan pENgawasan melekat
(WASKAT) .

Pazal 39 (lama) menjadi Pa=al 37 (baru) ayat (2}
kata "Kepala Seksi” diubah menjadi Sub Bzg. Tata
Lisaha.

Pasal 40 (lama) menjadi Pasal 38 (baru) diubah
dan harus dibaca:
Pasal IR

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
maka semua kKetentuan yang mengatur materi vyang
sama atau bartentangan dengan Peraturan Daerah
irni dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41 (lama) menjadi Pazal 35 (baru) kats
"Paraturan” baris ketiga dihapus,

Pasal 42 (lama) menjadi Pasal 40 (baru) diubah
dan harus dibaca:

RPasal 40

Peraturan 0Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Paraturan Daeran ini
dengan psnampatannya dalam Lembaran Daerah.

Panjelasan Peraturan PRaerah ini diubah dan bharus
dibaca -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

NOMOR O6 TAHUN 1997



TENTANG
PEMBENTUKAN, DJRGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAM PANGAN
KABUPATEN DAERAH TIMGKAT J7 TANGGAMUS

UMuM

Bordasarkan Undang-undang Republik
indonaesia Nomor 2 Tahunr 1997 tentang
Pembuantukan Kabupaten Daasrah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupatan DCaevrah Tingkat 11
Tanggamus, di Kabupaten Daerzh Tingkat I7
Tanggamus mempunyai 12(duabelas) urusan yang
merupakan Kewsnangan oangkal yang salah
3atunya adalah urusan Jdibidang Pertanian.

Dengan terbitnya Suicir Fenberi Dalam
Negari Nowor 016/3247/SJ tanggal 7 Nopembsr
1997 tentang Persestujuan Pambehtukan dan
P2ningkatan Pola Drgsnizasi, maka Dinas
Partanisn Tanaman Pangan adalah pola Minimal
Plus Yang dimaksud dengen Flus adalah
diparksnankan menambain satu Seksi  dan di
Kabupaten Daerah Tingkat I Tanggamus
panambahan tersebut vait., Saksi Produksi
Hortikultura.

FASAL DEMI PAGAL
- Pasal 1 s/d Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13
Yang dimaksusi daenrn Ralai Beonih Utama
(2BU) adalah kegistan yang weliputi 4
\empat) sydarat yaitu :
- Mamproduksi Benih Pokak {(BF);
- Mambina Petani Psnangka:;
- Pengelolaan dan PFerbinaan teknis oleh
Dinas Pertanian Tinagkat I:

-~ Sumber Dana untuk oparasional dari
finggaran Pendapatan Sslania degara.

rang dimaksud dangan Balai Benih Pembantu

(BBP) adsalah kegiatan vang meliputi 4

(empat) syarat yaitu :

- Memproduksi Banih Sebar (BR):

- Mombina Petani Penanyikar;

- Pangelolaan dan Pembinaan teknis olah
Dinas Pertanian Tingkat II;

- Sumber Pana untuk operasional dari
Anggaran Pandapatan Belania Daerah
Tingkat II.

- Pasal 131 s,/d Pasal 40 Cukup Jeslas.



@. Lampiran II Peraturan Daerah ini dihapus.
Pssal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 = 1998,

GUBERNUR KEFALA DAERAM TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. H. OEMARZONO



